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ABSTRACT

BP3TKI Semarang is one Unit located in Central Java. KTKLN manufacture services have
established procedures to obtain KTKLN, satisfaction CTKI / TKI will service KTKLN manufacture can
be fulfilled. KTKLN-making services are still not as expected CTKI / workers. This can be seen from
several things, among others: the online system used often trobel, queue numbers available does not
guarantee CTKI / TKI directly dilayanani. For the waiting room available in BP3TKI also inadequate.
Employees are less vigilant attitude, and competent in providing services.

This study aims to: 1) How is the quality of service manufacture BP3TKI KTKLN in Semarang?
2) what are the factors that cause the quality of service to less well in the service BP3TKI KTKLN in
Semarang?

The study states: Quality of Service contained in Semarang BP3TKI less maximal, itisseenin: 1)
The procedure was appropriate service standards of service, but the procedure is too long and should be
simplified. 2) Suitability period given to the products CTKI / migrant workers in the service KTKLN are
in accordance with the needs. However, the card can not be extended, making it less effective and
efficient. 3) online monitoring tool can make a solution for the repair or continuous improvement, but
because it has not applied to make less good. 4) product in the form of smart card services are free of
damage but it is not free from errorsin typing, but can be said is good because it rarely happens. 5) The
need CTKI / migrant workers in terms of information contained in BP3TKI Semarang has been good, but
there is no other information provided there, such as the cost of insurance information, or information
about CTKI / other migrant workers. 6) Design services available has been good, but the facilities need to
be supported by good physical infrastructure that makes CTKI / TKI feel comfortable. Dimensions cause
menajadi poor service quality can be seen below: 1) Facility located in BP3TKI less good, because
inadequate. 2) skills possessed by each officer has been good, but needs to be balanced with extensive
knowledge. 3) Responsiveness of employees in giving attention to the applicant has been good because in
accordance with what is expected by the applicant. 4) Warranty service is good, timeliness of service, and
also manufacture KTKLN is free of charge. 5) Empathy care workersis not good, because there are till
complaints coming from CTKI / TKI.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Secara formal mobiltas penduduk
di Indonesia yang dikenal dengan nama
migrasi telah dimulai pada tahun 1905
dengan motif memenuhi permintaan akan
kebutuhan pekerjaan perkebunan.
Pemerintah Belanda waktu itu telah
memindahkan 155 Kepala Keluarga dari
Jawa ke Gedong Tataan Sumatra Selatan
(Mantra, 1988: 160).

Berdasarkan hasil sensus penduduk
tahun 1980 menunjukkan bahwa migrasi
ke luar Jawa sebanyak 2.402.557 jiwa dan
migrass masuk ke Jawa sebanyak
1.804.115 jiwa. Sedangkan pada tahun
1990, migrasi ke luar Jawa sebanyak
3.416.923 jiwa dan migrasi masuk ke Jawa
3.058.725 jiwa (Firman, 1994 6).

Di Jawa  Tengah  jumlah
transmigras selama kurun waktu 2002-
2007 cenderung mengalami penurunan.
Pada tahun 2003 dari target 1.249 KK
dapat teredlisir 1.087 KK dengan jumlah
jiwa 3.989 orang, sementara pada tahun
2007 dari target 856 KK dapat terealisir
581 KK dengan jumlah jiwa 2.158 orang
(Mardiyanto, RPJM-D Propinss Jawa
Tengah Tahun 2008-2013).

Kondis ketenagakerjaan di Jawa
Tengah pada tahun 2004 dicerminkan
dengan jumlah penduduk usia kerja (15
tahun ke atas) sebanyak 15.892.588 orang
terdiridari  laki-laki  9.514.816 orang
(59,87%) danperempuan 6.377.772 orang
(40,13%). Jumlah penduduk yang bekerja
sebanyak 14.230.276 orang, terdiri dari
laki-laki  8.614.571  (60,54%) dan
perempuan 5.615.705 (39,46%). Tingkat
Partisipass  Angkatan Kerja (TPAK)
tercatat sebasar 71,70% dengan proporsi

laki-laki 87,68% dan perempuan 56,37%.
Dilihat dari lapangan pekerjaan, maka
sektor pertanian masih cukup besar dalam
penyergpan tenaga kerja yaitu tercatat
39,10%, kemudian sektor perdagangan
(19,17%), industri pengolahan (16,32%),
dan jasa (14,51%) selebihnya bekerja di
sektor perdagangan, konstruksi, listrik, gas
dan air pertambangan dan penggaian,
angkutan, komunikass dan keuangan.
(Mardiyanto, 2004: 115-116).

Penelitian Winda, Andy & Rozikin
(2011) vyang Dberjudul  “Peningkatan
Pelayanan Administrass Caon Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) dalam Rangka
Pelaksanaan  Sistem  Antar  Kerja
mengungkapkan  upaya  peningkatan
pelayanan administarsi yang dilaksanakan
melalui peningkatan sarana dan prasarana,
peningkatan sumber daya manusia,
peningkatan pada pemberian layanan
infformasi  dan  perlindungan  hukum
mampu  mengurangi  jumlah  TKI
bermasalah sesua dengan data jumlah
pemulangan TKI bermasalah yang
semakin berkurang.

Tenaga kerja adalah pelaku
pembangunan dan pelaku ekonomi baik
secara individu maupun secara kelompok,
sehingga mempunyai peranan yang sangat
signifikan dalam aktivitas perekonomian
nasional, yaitu meningkatkan produktivitas
dan kesgahteraan  masyarakat.  Di
Indonesia, tenaga kerja sebagal salah satu
penggerak tata kehidupan ekonomi dan
merupakan sumber daya yang jumlahnya
cukup melimpah. Indikas ini bisa dilihat
pada masih tingginya jumlah
pengangguran  di Indonesia  serta
rendahnya atau minimnya kesempatan
kerja  yang disediakan. Kondisi
perekonomian yang kurang menarik di



negaranya sendiri dan penghasilan yang
cukup besar dan yang tampak Iebih
menarik di negara tujuan telah menjadi
pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja
secarainternasional.

Pada era reformasi, kata perubahan
menjadikan kata yang sering kita dengar
dimana tuntutan perubahan  sering
disuarakan, tuntutan perubahan sering
ditunjukkan kepada aparatur pemerintah,
menyangkut pelayanan publik  yang
diberikan kepada masyarakat.

Salah satu bentuk pelayanan yang
diberikan pemerintah sesuai  dengan
Instruksi Presiden RI Nomor 06 Tahun
2006 menjelaskan Kartu Tenaga Kerja
Luar Negeri (KTKLN) adalah kartu
identitas bagi TKI yang memenuhi
persyaratan dan prosedur untuk bekerja di
luar negeri, dibuat daam bentuk
smartcard contactless.

BP3TKI Semarang merupakan
sadlah satu upt yang terdapat di Jawa
Tengah. Pelayanan pembuatan KTKLN
mempunyai prosedur yang telah ditetapkan
untuk mendapatkan KTKLN, kepuasan
CTKI/TKI akan pelayanan pembuatan
KTKLN dapat terpenuhi. Berdasarkan
hasil pengamatan sementara yang telah
penulis lakukan bulan Januari 2013
menunjukkan bahwa pelayanan pembuatan
KTKLN masih belum sesuai dengan yang
diharapkan CTKI/TKI. Hal ini terlihat dari
beberapa hal antara lain: sistem online
yang digunakan sering terjadi trobel,
nomor antrian yang tersedia tidak
menjamin CTKI/TKI langsung dilayanani.
Untuk ruang tunggu yang tersedia di
BP3TKI juga kurang memadai, dimana
untuk ruang tunggu verifikasi dokumen
terletak diluar gedung dan ruang tunggu
untuk foto KTKLN terdapat di dalam

gedung persodlan yang timbul ketika
jumlah CTKI/TKI yang datang tidak
sebanding dengan jumlah tempat duduk
yang disediakan. Sikap pegawa yang
kurang sigap, dan berkompeten di dalam
memberikan pelayanan.

Dari contoh diatas dapat dilihat
bahwa pelayanan yang diberikan kepada
CTKI/TKI kurang maksimal. CTKI/TKI
juga banyak yang mengeluh karena harus
menunggu lebih dari 15 menit untuk
mendapatkan pelayanan. Hal ini tidak
sesuai dengan apa yang tertulis di prosedur
pelayanan bahwa waktu tunggu foto dan
pencetakkan KTKLN. pada tahapan
prosedur dan persyaratan suatu pelayanan
harusnya ada kejelasan informasi baik dari
petugas maupun media yang dugunakan,
namun di BP3TKI Semarang belum
menggunakan alat teknologi yang modern
untuk menunjang pelayanan yang baik.

Daam hal ini, penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul
“Anadisis Kuaitas Pelayanan Di Balai
Penempatan Dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesa (BP3TKI) Semarang
Provinsi Jawa Tengah”.

B. Tujuan Pendlitian

1. Untuk  mendeskripskan  kualitas
pelayanan pembuatan KTKLN di
BP3TKI Semarang.

2. Untuk mendeskrispsikan aspek-aspek
yang menyebabkan kualitas pelayanan
menjadi  kurang baik di dalam
pelayanan KTKLN di  BP3TKI
Semarang.

C. Teori
1. Administrasi Publik



Menurut Nicholas Henry dalam
(Pasolong, 2007: 8), administras
publik merupakan suatu kombinas
yang kompleks antara teori dan
praktik, dengan tujuan
mempromosi pemahaman terhadap
pemerintahan dalam hubungannya
dengan masyarakat yang
diperintah, dan juga mendorong
kebijakan publik agar lebih
responsif  terhadap  kebutuhan
sosial. Administrasi Publik
berusaha melembagakan praktik-
praktik mangemen agar sesua
dengan nilai efektivitas, efisiend,
dan pemenuhan kebutuhan
masyarakat secaralebih baik.

. Paradigma Administrasi Publik
Menurut Kuhn (1970) dalam
Yeremias (2008:31), paradigma
merupakan suatu cara pandang,
nilai-nilai, metode-metode, prinsip
dasar, atau cara memecahkan
sesuatu masalah, yang dianut oleh
suatu masyarakat ilmiah pada suatu
masa tertentu.

. Mangemen Publik

Robbins dan Coulter dalam (Prof.
Dr. Wibowo, SE.2012: 2)
mengemukakan mana emen
sebagai suatu  proses  untuk
membuat  aktivis  terselesaikan
secara efisien dan efektif dengan
dan melalui oranglain. Efesiensi
menunjukkan  hubungan antara
input dan output dengan mencari
biaya sumber daya minimum,
sedangkan efektif  menunjukkan
makna pencapaian tujuan Yyang
telahditetapkan sebelumnya.

. Kuadlitas

Secara umum pengertian kualitas
adalah merupakan Kkarakteristik
produk atau jasa yang ditentukan
oleh pemakai* customer” dan
diperoleh  melalui  pengukuran
proses. Edwards Deming mengakui
bahwa tidak mudah  untuk
mendifinisikan kualitas. Sehingga

5.

berdasarkan kesukaran tersebut
Edwards Deming telah
mendifinisikan kualitas menurut
konteks persepsi “ customer® dan
kebutuhan serta kemauan
“ customer” .

Pendapat Edward dapat sarikan
bahwa kualitas merupakan persepsi
masyarakat  terhadap  sesuatu
produk barang atau jasa yang dapat
memenuhi  kebutuhan dan sesual
seleralkemauan pelanggan. Konsep
kualitas Edwards telah dipertajam
oleh David Osborne Ted Gaebler
(1992:191) mengatakan bahwa
dadam zaman yang mempunyal
berbagal ciri yaitu era industri,
teknologi dan globalisasi sehingga
ciri  khas kehidupan sekarang
adalah “ perubahan” untuk
menjawab  tantangan  tersebut
lembaga publik harus beorientas
pada masyarakat (pelanggan)
karena “kualitas ditentukan oleh

pelanggan”.
Menurut Loghotesis (dikutip dari
Warella,1992) kualitas adalah

pemenuhan kebutuhan dan harapan
masyarakat atau pelanggan serta
memperbaiki secara
berkesinambungan, berbagal
konsep kualitas dapat disimpulkan
bahwa definis kuditas tidak ada
yang universal, oleh karena tidak
adanya definiss kualitas yang
universal maka dalam penelitian ini
definisi kualitas pelayanan adalah
persepsi  pungunjung/masyarakat
terhadap jasa pelayanan yang
diselenggarakan oleh Perpustakaan
Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Kualitas Pelayanan Publik

Menilai kualitas pelayanan publik
bukanlah kegiatan yang sangat
mudah  khususnya  pemberian
pelayanan publik yang bersifat jasa
maupun  administratif,  namun
terlepas dari persoalan tersebut
masalah mengenai kualitas
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pelayanan publik pada saat ini
menjadi pusat perhatian di berbagai
Negara demokratis khususnya
Indonesia  karena  pemberian
pelayanan publik pada saat ini
menjadi tolok ukur suatu Negara
dikatakan gagal atau baik, untuk
mengukur  kualitas  pelayanan
publik adakalanya peneliti
memaparkan penjelasan mengenal
pengertian kualitas pelayanan dari
berbagai pakar. Menurut Brady dan
Conin dijelaskan bahwa “kualitas
pelayanan merupakan
perbandingan antara kenyataan atas
pelayanan yang diterima dengan
harapan atas pelayanan yang ingin
diterima’ (Afrial, 2009, h.88).
Sedangkan  ditambahkan  oleh
Parasuraman, Zeithaml, dan Berry
dadam (Samosir, 2005, h.28)
“kualitas pelayanan adalah
perbandingan yang diharapkan
konsumen dengan pelayanan yang
diterimanya’”.

Dari pengertian dari berbagai pakar
tersebut dapat dipahami bahwa
masyarakat dalam memberikan
penilaian terhadap kualitas
pelayanan berdasarkan
perbandingan pengalaman yang
pernah dirasakan dengan apa yang
diharapkan atas pelayanan tersebut.

Seperti yang dijelaskan
sebelumnya bahwa di dalam suatu
organisasi, konsep kualitas
pelayanan menjadi ukuran
keberhasilan organisasi,
keberhasilan  organisas  yang

dimakud baik itu pada organisasi
bisnis maupun juga pada organisasi
yang bertugas untuk menyediakan
pelayanan publik.

Metode Penelitian

Tipe Penelitian

Penelitian  ini  menggunakan tipe
deskriptif dengan pendekatan kualitatif
Fokus dan Lokus Penelitian

Pada penelitian ini fokusnya adalah
kualitas pelayanan BP3TKI Jawa
Tengah sedangkan fokusnya adalah
Dinas Kebersshan dan Pertamanan
Kota Semarang BP3TKI Jawa Tengah

. Instrumen Pendlitian

Penelitian ini  menggunakan teknik
snowball  sampling.nDimana  key
person nya ialah pegawai BP3TKI
Jawa Tengah dengan informannya
adalah:

1. pihak TKI

2. pihak BP3TKI Semarang.

. Jenis Data

Penelitian ini  menggunakan data
berupa teks, kata-kata tertulis, frase-
frasa atau simbol-simbol
yangmenggambarkanataumempresenta
sikan orang-orang, tindakan-tindakan,
dan perisitiwa-peristiwa dalam
kehidupan sosial. (Pedoman Penulisan
Karya llmiah, 2010: 20).

. Sumber data

Data primer adalah data yang diperoleh
langsung dari sumbernya.Data-data
yang diperoleh melalui jawaban atas
pertanyaan-pertanyaan yang digukan
oleh pendliti kepada informan dalam
wawancara atau pengamatan
langsung/observasi.Kemudian data
yang diperoleh bisa dicatat atau
direkam.

Data Sekunder adalah  catatan
mengenai kejadian atau peristiwa yang
telah terjadi berupa tulisan daribuku,
dokumen, internet dan sumber-sumber
tulisan lain yang berkaitan dengan
penelitian.

. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini  menggunakan teknik

pengumpulan data:

1. Interview (wawancara)
Penulismenggunakan  wawancara
tidak terstruktur, agar penulis bebas
untuk menanyakan apa sga yang
dibutuhkan untuk mendapatkan
data dan informasi. Sehingga tidak
ada batasan untuk penulis dalam
menggali informasi

2. Dokumentasi



Metode ini merupakan metode
pengumpulan data yang berupa
data-data berupa gambar, dokumen
resmi, data-data resmi yang ada di
BP3 TKI Jawa Tengah
3. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan
mempelgjari  buku-buku referens
dan media yang berkaitan dengan
program BP3 TKI Jawa Tengah

7. Andisisinterpretas data

Penelitian ini  melakukan  proses

kegiatan anallisisdata :

1. Reduks data
Diartikan sebagai merangkum,
memilih  hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-ha yang
penting, dicari tema dan polanya.
Dengan demikian data yang telah
direduks akan memberikan
gambaran yang lebih jelas dan
mempermudah  peneliti  untuk
melakukan  pengumpulan  data
selanjutnya, dan mencarinya bila
diperlukan.

2. Penygjian data
Kumpulan informasi yang tersusun
memberikan kemungkinan adanya
penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan. Adapun
dadam penditian ini  lebih
menekankan pada bentuk
pengujian yang bersifat deskriptif.

3. Conclusion Drawing/ verification
Berdasarkan data-data yang
diperoleh, peneliti mencoba
mengambil kesimpulan dari
kesimpulan yang kabur menjadi
jelas, karena data yang diperoleh
semakin banyak dan mendukung.
Penarikan kesimpulan ini
tergantung pada besarnya kumpulan
mengenal data tersebut.

8. Kuadlitas data

Penelitian ini menggunakan triangulasi
teknik. Berarti peneliti menggunakan
teknik  pengumpulan data yang
berbeda-beda untuk mendapatkan data
dari sumber yang sama. (Sugiyono,
2009: 241).

PEMBAHASAN

Penelitian ini difokuskan untuk melihat
kualitas pelayanan dan juga dimensi-
dimens yang menyebakan pelayanan
menjadi kurang bak. Untuk Kkualitas
pelayanan terbagi menjadi 2 yaitu kualitas
kesesuaian dan kualitas design, sedangkan
untuk dimensidimensi pelayanan meliputi :
tangible, reability, r eSpoNsi veness,
assurance, empathy. Kualitas kesesuaian:

1. Kesesuian dengan persyaratan atau
tuntunan.

Pelayanan kartu KTKLN yang
diberikan oleh BP3TKI terhadap
CTKI/TKI mempunyai 7 tahapan alur
prosedur pelayanan. Hal tersebut dapat
terlihat ada nya skema alur pelayanan
untuk membuat KTKLN. Pada prosedur
tersebut  sebenarnya  memudahkan
CTKI/TKI di dalam mendapatkan kartu
KTKLN, jika berkas atau dokumen
yang ada lengkap. Menurut pendliti
prosedur pelayanan sudah sesuai,
namun sebaiknya dari 7 tahapan
tersebut bisa lebih disederhanakan
kembali.

2. Kecocokan untuk pemakaian.

Di dadam sebuah pelayanan
kesesuaian produk yang dihasilkan
harus sesuai dengan harapan pemohon.
Pada kartu KTKLN masa atau umur
produk hanya aktif 1-2 tahun sesuia
dengan masa kontrak kerja, namun
ketika CTKI/TKI kembali ke Indonesia
(cuti) bebergpan bulan dan ingin
berangkat kembali ke Luar Negeri
harus membuat kartu KTKLN yang
baru. Kartu KTKLN yang baru, berarti
harus mengulangi tahapan dari awal
lagi membuat kartu KTKLN tidak
efektif dan efisien, seharusnya BP3TKI
membuat  kartu KTKLN  dapat
diperpanjang (khusus CTKI/TKI yang
sudah mempunyai kartu KTKLN).

3. Perbaikan atau penyempurnaan
berkelanjutan.

Pelayanan kedepannya harus bisa
menjadi  yang lebih bak dari
sebelumnya.  Untuk itu  pendliti



mencoba memberikan ide tentan alat
monitor onlie. Alat tersebut memiliki
beberapa keunggulan yaitu apabila
CTKI/TKI datang bisa mengumpulkan
berkas dan mereka bisa duduk untuk
menunggu, jika berkas lengkap akan
langsung diberikan kepada Kase
Penyiapan dan Penempatan untuk dicek
ulang. Disini CTKI/TKI bisa mengetik
di komputer sampa dimana tahapan
berkas yang masuk, sehingga terlihat
transparansi yang jelas. Apabila berkas
tidak lengkap, dilayar monitor bisa
tertera pemberitahuan berkas tidak
lengkap dan apa sga yang harus
dilengkapi. Berkas yang belum lengkap
bisa diambil di bagian verifikas
dokumen.

Di dadam pembuatan KTKLN,
kartu yang diberikan berupa smart card.
Dimana kartu tersebut terdapat semua
data tentang CTKI/TKI. Kartu KTKLN
bentuknya hampir mirip dengan E-
KTP, sehingga kartu tersebut harus
bebas dari kerusakan atau bahkan
kesalahan. Pembuatan KTKLN di
BP3TKI memungkinkan terjadinya
kesalahan dalam pengetikan
namanomor  passport,dan  lainnya,
sebab jumlah CTKI/TKI yang datang
tidak sebanding dengan jumlah pegawai
pembuatan KTKLN. Pegawai KTKLN
tidak ada jam untuk beristirahat,
sehingga pegawai tersebut saat bertugas
sambil makan dan minum. Hal tersebut
bisa membuat pegawa tidak konsen
dalam memasukan data untuk kartu
KTKLN, disini yang dirugikan adalah
CTKI/TKI, seandainya sdah daam
pengetikan tersebut CTKI/TKI tidak
diperbolenkan terbang dan harus
membuatnya kembali. Memang pada
kondis dilapangan ha tersebut jarang
terjadi, tetapi kemungkinannya ada.
Jadi  untuk peningkatan  kualitas
KTKLN produk yang dihasilkan harus
sesuai dengan produk yang diharapkan.

Di daam pelayanan KTKLN
kebutuhan mendasar pemohon adalah
tentang informasi, sehingga para

penyedia jasa harus memiliki design
tentang informasi yang berkaitan
dengan kebutuhan pelanggan dari awal
hingga akhir. Design informasi yang
terdapat di BP3TKI berupa skema
pelayanan untuk mendapatkan KTKLN
dan juga informas tentang layanan
pengaduan TKI. Menurut peneliti kedua
design tersebut sudah baik, namun
BP3TKI belum menyediakan tentang
design persyaratan pembuatan KTKLN
atau membuat website  yang
memudahkan  CTKI/TKI  mencari
informasi tentang kartu KTKLN.

Di dalam pelayanan pembuatan
KTKLN, menurut peneliti fasilitas yang
ada memang sudah baik, namun kurang
membahagiakan CTKI/TKI. Sesuatu
yang bisa membahagiakan merupakan
pengukuran kualitas tentang design
pelayanan yang terdapat di BP3TKI.
Design pelayanan memang sudah baik,
namun kurang memanjakan para
CTKI/TKI. Untuk pembuatan KTKLN
d BP3TKI bhisa menambahkan
atributatribut  tambahan dan  juga
membuat pelayanan yang senyaman
mungkin sehingga CTKI/TKI merasa
puas melakukan pelayanan.

Untuk dimensi-dimensi pelayanan
meliputi:

. Tangible (bukti fisik)

Di dalam pelayanan pembuatan
Katu Tanda Kerja Luar Negeri
(KTKLN) fasilitas fisik yang diberikan
seperti ruang tunggu yang tersedia di
BP3TKI Semarang kurang baik. Hal
tersebut dikarenakan, ruang tunggu
untuk verifikas dokumen yang tersedia
kursi-kursi disana terbuat dari kayu dan
juga kursi-kursi tersebut apabila hujan
turun pasti akan basah karena letaknya
diluar gedung. Begitu pula untuk ruang
tunggu pembuatan KTKLN, kursi yang
tersedia terdapat 2 sofa dan 7 kursikursi
kayu yang kecil. Jumlah kursi disana
tidak dapat menampung CTKI/TKI
yang datang, belum lagi para CTKI/TKI
yang datang tidak sendirian biasanya



mereka membawa teman atau keluarga.
Banyak CTKI/TKI yang menunggu
sambil berdiri ataupun malah lebih
memilih  menunggu diluar ruang
tunggu. Ruang kerja karyawan juga
masih  kurang memadai  untuk
memberikan pelayanan. Sebab ruang
kerja karyawan disana tidak ada sekat
pembatas antara karyawan satu dengan
karyawan lainnya. Minimnya kedua
fasilitas fisk tersebut menyebabkan
pelayanan menjadi kurang berkualitas
untuk mewujudkan pelayanan yang
berkualitas, perlu adanya pembenahan
masing-masing ruang tersebut.
Peralatan komputer dan juga dat
pencetak yang kurang untuk melayani
CTKI/TKI.

. Reability (kehandalan)

Tingkat kehandalan dari petugas
pembuatan KTKLN di BP3TKI tidak
diragukan lagi. Hal ini membuat
CTKI/TKI percaya dengan kehandaan
dari petugas. Terlihat juga pemberian
pelayanan secara trampil dan tdliti,
artinya jika pemeriksaan syarat-syarat
berkas dengan teliti sesuai dengan
standar pelayanan, maka pembuatan
KTKLN lebih cepat waktu
penyelesaiannya, tetapi karena
kurangnya jumlah pegawai yang
terdapat di  BP3TKI menjadikan
kelemahan yang perlu diperhatikan bagi
BP3TKI, karena ha tersebut dapat
berpengaruh dalam peningkatan
kualitas pelayanan.

. Responsiveness (daya tanggap)

Banyak keluhan yang terdapat
disana, dan tidak ada tempat untuk
menampung setiap keluhan CTKI/TKI.
Membuat mereka hanya menyimpan
setigp keluhan di daam hati dan ada
pula yang langsung menanyakan
kepada petugas. Mengena respon
petugas BP3TKI di dalam bidang
pelayanan pembuatan KTKLN sudah
baik, namun menurut peneliti kurang
sesua dengan apa yang diharapkan oleh
pemohon. Daya tanggap pegawai yang
ditunjukkan dari sikap pegawai kurang

memberikan perhatian secara maksimal
terhadap CTKI/TKI.

. Assurance (jaminan)

Jaminan pelayanan yang
diberikan oleh Kantor BP3TKI
Semarang dalam pengurusan
pembuatan KTKLN masih sudah baik,
hal itu dapat dilihat dari ketepatan
waktu pembuatan KTKLN yang 1 hari
jadi. Tidak ada biaya untuk pembuatan
KTKLN *“Gratis’. Untuk itu dapat
dikatakan. Di dalam proses pembuatan
KTKLN para pemohon CTKI/TKI
wajib membayar asuransi, tergantung
kebutuhan para CTKI/TKI. Biaya
asurans tersebut diberikan kepada
pihak swasta yang bekerja sama dengan
BP3TKI, kisaran harga asurans
proteks untuk TKI  berbedabeda
tergantung jenis pekerjaan.

. Empathy (empati)

Perhatian dari pegawai
pembuatan KTKLN di BP3TKI
Semarang akan mempengaruhi
CTKI/TKI untuk melakukan

pengurusan  pembuatan  KTKLN.
Seringkali CTKI/TKI merasa sikap
pegawai cenderung kurang memberikan
perhatian maupun informas kepada
pemohon. Empati petugas pelayanan
masih tergolong kurang bak. Hal
tersebut dapat dilihat dari masih adanya
komplain dari CTKI/TKI. Nomor
antrian, yang berlaku masih kurang
efektif. Hal tersebut tidak berlaku bagi
PT yang datang langsung memasuki
ruang pembuatan KTKLN  untuk
mencetak, sehingga membuat
CTKI/TKI yang sudah mengantri lama
harus menunggu lebih lama lagi.
Kenyamanan para CTKI/TKI di
BP3TKI tidakdi prioritaskan, padahal
untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik pelanggan (CTKI/TKI) harus
dibuat senyaman mungkin, agar hasil
yang diperoleh bisa lebih maksimal dan
kepuasan bagi CTKI/TKI sebagai
pengguna layanan meningkat.

PENUTUP



A. Kesimpulan

Kualitas Pelayanan yang terdapat di
BP3TKI Semarang kurang maksimal,
hal tersebut dilihat pada:

1.

K esesuaian dengan persyaratan
Prosedur pelayanan sudah sesuai
standar pelayanan, namun prosedur
tersebut terlalu panjang dan seharusnya
dapat disederhanakan lagi.

Kecocokan untuk pemakaian.
Kesesuaian masa produk  yang
diberikan kepada CTKI/TKI di dalam
pelayanan KTKLN sudah sesuai
dengan kebutuhan. Akan tetapi kartu
tersebut tidak dapat diperpanjang,
sehingga kurang efektif dan efisien.
Perbaikan atau penyempurnaan
berkelanjutan.

Alat monitor online bisa menjadikan
solus untuk perbaikan atau
penyempurnaan berkelanjutan, namun
karena belum diterapkan menjadikan
kurang baik.

Bebas dari kerusakan atau cacat.
Produk pelayanan yang berupa smart
card memang bebas dari kerusakan
tetapi tidak lepas dari kesalahan di
dalam pengetikan namun bisa dikatakan
sudah baik karena jarang terjadi.
Pemenuhan  kebutuhan  pelanggan
semenjak awal disetiap saat.

Kebutuhan CTKI/TKI di daam hal
informasi yang terdapat di BP3TKI
Semarang sudah baik, namun tidak
terdapat informasi lain yang disediakan
disana seperti informasi biaya asurang,
ataupun informasi tentang CTKI/TKI
lainnya.

Suatu yang bisa membahagiakan
pelanggan. Design pelayanan yang
tersedia sudah baik, namun perlu
ditunjang fasilitas fisik sarana prasarana
yang balk sehingga  membuat
CTKI/TKI merasa nyaman.

Dimensi-dimenss yang menyebabkan
kualiatas pelayanan menajadi kurang
baik dapat dilihat dibawah ini :

1. Tangibel (bukti fisik)
Fasilitas yang terdapat di BP3TKI
kurang baik, karena kurang memadai

2. Reability (kehandalan)
Ketrampilan yang dimiliki setiap
petugas sudah baik, namun perlu
diimbangi dengan pengetahuan yang
luas,

3. Responsiviness (daya tanggap)
Daya tanggap pegawai  dalam
memberikan perhatian kepada pemohon
sudah baik karena sesuai dengan apa
yang diharapkan oleh pemohon

4. Assurance (jaminan)
Jaminan pelayanan sudah baik,
ketepatan waktu pelayanan , dan juga
pembuatan KTKLN tidak dipungut
biaya.

5. Emphaty (empati)
Empati petugas pelayanan kurang baik,
karena masih terdapat komplain yang
masuk dari CTKI/TKI.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari

penelitian ini, ada beberapa saran dari

peneliti. Saran tersebut diantaranya
sebagal berikut.

1. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan
Pembuatan KTKLN di BP3TKI
Semarang yang kurang maximal, maka
perlu adanya beberapa upaya berikut :

a. Perpanjangan bagi masa berlaku
Kartu yang sudah habis masa
aktifnya.

b. Pengembangan media elektronik
seperti alat monitor online.

c. Meningkatkan pelayanana KTKLN
kemudian mendaftarkan pelayanan
KTKLN kepada pemerintah/ instansi
terkait untuk mendapatkan
penghargaan 1SO (sebagai  bukti
bahwa pelayanan tersebut
berkualitas).

2. Adapun  dimensi-dimensi  kualitas
pelayanan yang ada di BP3TKI, perlu
meningkatkan:

a. Sebaiknya BP3TKI pusat bekerja
sama dengan pemerintah Provins
untuk memberikan anggaran agar



meningkatkan fasilitas yang ada
pada BP3TKI| Semarang .

b. Sumber daya manusia perlu
ditambah dan ditingkatkan.

c. Memberikan penghargaan kepada
setigp pegawa yang pelayanan
terbaik..

d. Perlu disediakan kotak saran, untuk
menanggapi setigp  komplain dan
keluhan yang masuk.
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